
 
 

  
 
 

 
 

 
BUPATI NATUNA 

PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

 
PERATURAN BUPATI NATUNA 

NOMOR  22  TAHUN 2024 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2023 TENTANG 

PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA DAN 

PEGAWAI LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI NATUNA, 
 

 
Menimbang  : a.  bahwa untuk penyempurnaan dan penyesuaian beberapa 

ketentuan pertanggungjawaban perjalanan dinas maka 

perlu mengatur kembali beberapa perubahan ketentuan 
mengenai pertanggungjawaban perjalanan dinas di 

lingkungan Pemerintah Daerah agar perjalanan dinas 
dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, 
efektif, transparan, dan bertanggung jawab; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 

42 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat 
Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah, Aparatur Sipil Negara Dan Pegawai Lainnya Di 
Lingkungan Pemerintah Daerah;  

 

Mengingat  : 1.  Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan 

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten 
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi 
dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan 
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten 
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi 

dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4880); 

 

SALINAN 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia           
Nomor 6736); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6736); 
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6905); 

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia           

Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2  Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023    Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan 

Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6400); 

10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia       
Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas 

Dalam Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 

tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri di 
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan 
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 1133); 
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020             
Nomor 1781); 

13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 
14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 

Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53    
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 

Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan 
Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia           

Tahun 2023 Nomor 112); 
 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan :  PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA       

NOMOR 42 TAHUN 2023 TENTANG PERJALANAN DINAS 
BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA 

DAN PEGAWAI LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
DAERAH KABUPATEN NATUNA.  

 

Pasal I 
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 

42 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Lainnya Di Lingkungan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna (Berita Daerah 
Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 282) diubah sebagai 
berikut: 
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1. Ketentuan ayat (3) Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 
berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 41 
(1) Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan 

pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas 
dan biaya perjalanan dinas kepada pejabat yang 
berwenang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah 

perjalanan dinas dilaksanakan; 
(2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas 

Jabatan Untuk Kepala Daerah, ASN dan Pegawai 
Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dengan melampirkan dokumen berupa: 

a. Surat Tugas yang sah dari atasan Pelaksana 
SPD; 

b. SPD/bukti kehadiran perjalanan dinas dalam 

kota sampai dengan 8 (delapan) jam yang telah 
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang 

dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan 
dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat 
Tujuan perjalanan dinas; 

c. perhitungan rampung biaya perjalanan dinas 
yang dilampiri dengan: 

1. bukti tiket, boarding pass, bukti 
pembayaran bagasi berbayar, bukti 
pemeriksaan kesehatan yang menjadi 

persyaratan, airport tax, retribusi, dan 
bukti pembayaran moda transportasi 

lainnya; dan 
2. bukti pembayaran hotel atau tempat 

menginap lainnya.  

d. daftar pengeluaran riil; 
e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa 

kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau 
bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan 
oleh badan usaha/perseorangan yang bergerak 

di bidang jasa penyewaan kendaraan; 
f. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas 

dengan melampirkan dokumentasi/foto 

kegiatan; dan 
g. undangan kegiatan, bagi kegiatan yang 

menggunakan undangan. 
(3) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan 

bagi Pimpinan dan Anggota DPRD melampirkan:  

a. Surat Tugas yang sah;  
b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna 

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan 
pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas 
atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan 

perjalanan dinas;  
c. perhitungan rampung biaya perjalanan dinas 

dengan melampirkan bukti tiket, boarding pass, 

bukti pembayaran taxi, dan bukti pembayaran 
hotel atau tempat menginap lainnya; 
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d. dalam hal bukti pembayaran tiket, boarding 

pass, bukti pembayaran taxi, dan bukti 
pembayaran hotel atau tempat menginap 
lainnya tidak bisa dilampirkan, maka biaya 

klaim perjalanan dinas tidak bisa dibayarkan; 
e. bukti transportasi pulang pergi beserta 

boarding pass/pass pelabuhan; 
f. Pakta Integritas yang merupakan pernyataan 

tentang komitmen untuk melaksanakan tugas 

dan tanggung jawab perjalanan dinas sesuai 
Surat Tugas; dan  

g. Laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang 
ditandatangani pelaksana perjalanan dinas 
dengan melampirkan dokumentasi/foto 

kegiatan. 
(4) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Pindah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan 

melampirkan dokumen berupa: 
a. fotokopi surat keputusan pindah; 

b. kuitansi/bukti penerimaan untuk uang harian; 
biaya transportasi; dan 

c. kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya 

pengepakan dan angkutan barang. 
 

Pasal II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna. 
 

 
Ditetapkan di Ranai 
pada tanggal 15 Maret 2024      

 
BUPATI NATUNA, 

 
ttd 
 

WAN SISWANDI 
 

 

Diundangan di Ranai 
pada tanggal 15 Maret 2024        

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA, 
 

 
ttd 
 

BOY WIJANARKO VARIANTO 
 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2024 NOMOR 330

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

 
 
 
 

EFENDI, S.Sos 
NIP. 198104262010011014 
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